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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

Dengan berdirinya Koperasi karyawan dan terlebih dicantumkan didalam 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja (SP) 

merupakan peningkatan kesejahteraan dari Anggota yang merupakan 

Karyawan PT Smelting. Ini sejalan dengan tujuan dan harapan pada Undang 

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pada penjelasan pasal 

25 (d) : Yang dimaksud dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 

adalah mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk usaha lain. 

Diharapkan dengan koperasi karyawan ini, segala kebutuhan sehari hari dari 

karyawan dapat dipenuhi dengan mudah dan murah, selain itu juga memberikan 

kesempatan bagi keluarga karyawan untuk memperbesar usaha keluarga untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga karyawan. 

Koperasi Karyawan Smelting telah mempunyai Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang telah disetujui oleh seluruh anggota 

melalui Rapat Anggota pada tahun 2016. Disini sudah tercantum bahwa 

anggota yang bukan karyawan PT Smelting diharuskan mengundurkan diri dari 

keanggotaan koperasi. Terlebih anggota yang menduduki kepengurusan 

koperasi diharuskan untuk menyerahkan kepengurusan kepada anggota yang 

masih bekerja di PT Smelting. Dan pengurus koperasi yang sudah tidak bekerja 

di PT Smelting harus mengadakan Rapat Anggota dengan di saksikan oleh 

Pengawas Koperasi dan Pemerintah (dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten 
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Gresik). Dan untuk laporan keuangan harus segera dalam Rapat Anggota 

tersebut. Dan beberapa anggota yang keluar dari koperasi harus dipenuhi segala 

haknya mengenai pengembalian simpanan anggotanya. 

Pengembalian Simpanan Anggota yang merupakan kewajiban dari koperasi 

karena simpanan anggota yang merupakan modal dasar dari koperasi dan dapat 

dikembalikan ke anggota setelah anggota tersebut mengundurkan dari 

keanggotaannya. Apabila dilihat dari perilaku dari pengurus Koperasi 

Semelting yang tidak mau mengadakan Rapat Anggota Koperasi, sehingga 

kosep kepastian hukum dalam menerapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Koperasi harus selalu diterapkan sehinga setiap anggota 

koperasi yang masih bekerja di Smelting menjadi tidak kesulitan dalam menarik 

semua Simpanan Koperasinya.   

4.2.Saran 

Koperasi Karyawan Smelting harus tetap dipertahankan yang baik secara 

kelembagaan maupun organisasi dan kalau perlu ada campur tangan Perusahaan 

agar dapat lebih berkembang dan menghasilkan profit sehingga memberikan 

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang layak dan akan dibagikan ke seluruh anggota 

koperasi, yang juga karyawan PT Smelting sehingga membuat kesejahteraan 

karyawan meningkat. Namun dikarenakan banyak anggota yang di kenai 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan maka terjadi kekacauan 

dalam pengelolaan koperasi tersebut, sebaiknya koperasi secara kepengurusan 

dipisahkan dari kepengurusan serikat pekerja dan pengurus merupakan anggota 

yang netral dan tidak memihak pada serikat pekerja maupun ke perusahaan, 
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disini prinsip keadilan pada sesama anggota harus diterapkan tanpa harus 

memandang dari anggota serikat pekerja tertentu dan pada prinsipnya pengurus 

koperasi harus menjalankan koperasi untuk mendapatkan keuntungan dan 

kesejahteraan anggotanya dan harus lepas dari intervensi pengurus serikat 

pekerja. 

Campur tangan Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten Gresik 

sangat penting dalam mengaudit seluruh laporan keuangan dari Koperasi. Dinas 

Koperasi adalah lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk 

penyelesaian kasus internal dalam mendamaikan dua kubu anggota didalam 

koperasi ini selain dari itu posisinya lebih netral dalam memberikan masukan. 

Selain dari itu hutang piutang yang dicatat dalam pembukuan koperasi harus 

secara terbuka dilaporkan ke seluruh anggota koperasi. 

Untuk pengembalian Simpanan Anggota yang masih ditahan oleh Pengurus 

Koperasi saat ini dan kondisi ini berlangsung terus, penulis menyarankan untuk 

menggunakan prosedur Pailit, disini Anggota dapat melakukan gugatan dengan 

memakai koridor hukum di pengadilan Perniagaan. Sehingga pengadilan akan 

menunjuk kurator yang akan menarik Simpanan Anggota Koperasi. 

 

 

 

 

 


